Journal of Public Administration Review
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 1 No. 1 Juli 2024

Penerapan Aplikasi E-Kinerja Kuansing

Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Kuantan Singingi
Veby Delpianty' Eko Handrian?

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, J. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
vebydelpianty@student.uir.ac.id ekohandrian@soc.uir.ac.id

Received : February 28, 2024;
Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

This objective aims to determine how the Application of the Kuansing E-Performance Application and
the obstacles that exist from the Application of the Kuansing E-Performance Application at the Kuantan Singingi
Regency DPRD Secretariat. This study uses descriptive survey research type using quantitative using five
research indicators are Utilization, Efficiency, Participation, Transparency and Change Management. There is
also a population used in this study taken from all civil servants in the Secretariat of the DPRD Kuantan Singingi
Regency which amounted to 39 people. There is also a sample withdrawal technique using purposive sampling for
all civil servants at the Kuantan Singingi Regency DPRD Secretariat, totaling 39 people. The types and techniques
of data collection used in this study consist of primary data and secondary data. Based on data analysis techniques
After the data is collected through the data collection techniques used in this study, the data is grouped and
processed according to its type and is complemented by descriptions and supporting information, and the results
showed that in this study the Application of the Kuansing E — Kinerja Performance Application at the Kuantan
Singingi Regency DPRD Secretariat found that there were still three indicators that had a low value, namely the
efficiency indicator woith a total score off 288, the participation indicator with a total score of 149 and the change
manajgement indicator with a total score of 174.
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Abstrak

Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Aplikasi E — Kinerja Kuansing
serta hambatan — hambatan yang ada dari Penerapan Aplikasi E — Kinerja Kuansing pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey deskriptif
dengan menggunakan kuantitatif dengan menggunakan lima indikator penelitian adalah Pemanfaatan,
Efisiensi, Partisipasi, Transparansi dan Manajemen Perubahan. Ada pun populasi yang digunakan
dalam penelitian ini diambil dari semua pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan
Singingi yang berjumlah sebanyak 39 orang. Ada pun teknik Penarikan sampelnya menggunakan
sampling purposive untuk semua pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan
Singingi yang berjumlah sebanyak 39 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Berdasarkan teknik analisis data Setelah
data terkumpul melalui Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian
data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang
mendukung, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penelitian ini Penerapan Aplikasi E -
Kinerja Kuansing Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan masih adanya tiga
indikator yang bernilai rendah yaitu pada indikator efisiensi dengan hasil total skor 288, indikator
partisipasi dengan hasil total skor 149 dan indikator manajemen perubahan dengan hasil total skor 174.

Kata Kunci: Penerapan, Aplikasi E — Kinerja Kuansing, Sekretariat DPRD
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Pendahuluan

Dunia Birokrasi merupakan suatu sistem susunan aturan yang ada pada pemerintahan
dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Birokrasi juga memiliki arti Pengelolaan sistem
pemerintahan secara teratur dan terarah dalam suatu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak
orang. Dalam suatu birokrasi terdapat birokrat menjalankan tugas dan wewenang harus
berlandaskan kepada susunan atau aturan dan kesadaran hukum yang tinggi. Adapun ciri-
ciri birokrasi yaitu adanya peraturan yang benar — benar ditaati dan dijalankan dengan
tanggung jawab, para birokrat harus mempunyai kedisiplinan, para birokrat diangkat
berdasarkan syarat — syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedisiplinan sangat perlu untuk meningkatkan citra kerja maupun kinerja pegawai.
Kedisiplinan merupakan fungsi yang penting dalam bidang manajemen sumber daya
manusia karena kedisiplinan yang tinggi akan menghasilkan seorang pegawai yang tegas dan
tepat waktu serta handal. Sehingga akan semakin meningkatkan prestasi yang dihasilkan oleh
Aparatur Sipil Negara. Untuk mengetahui disiplin pegawai dapat dilihat dari presentasi
kehadiran dikantor,

Aparatur Sipil Negara mempunyai aturan yaitu undang-undang Republik Indonesia
nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Undang-undnag tersebut Aparatur
Sipil Negara terbagi 2 yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan perjanjian kerja
(PPPK), Selanjutnya di atur juga beberapa jabatan di antaranya jabatan administrator, jabatan
fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Mengenai jabatan ini diatur dalam pasal 131 UU
ASN.

Untuk menunjang program pemerintah tersebut di buatlah aplikasi yang bernama E-
Kinerja oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan beberapa peraturan perundang-
undangan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan
Kinerja PNS

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara

5. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6. PemenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara

8. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara
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Aplikasi E-Kinerja adalah sebuah aplikasi berbasis website untuk mengukur kinerja
pegawai dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di
kabupaten, daerah ataupun kota sesuai dengan peraturan Pemerintahan Indonesia.

Aplikasi E-Kinerja memberikan output nilai Aktivitas Kinerja (AK). Data Aktivitas
Kinerja (AK) ini yang akan digunakan sebagai salah satu indikator pembayaran TPP bagi PNS
dan ASN. Ada pun capaian aktivitas harian individu (AH1) dan aktivitas harian bawahan
langsung dan bawahan dua tingkat (AH2) menjadi tolak ukur kualitas mutu kinerja PNS dan
ASN.

Tujuan dari pembuatan sistem aplikasi Elektronik Kinerja (E-KINERJA) pemerintah
adalah untuk mempermudah pengelolaan kinerja ASN pada Instansi / Satuan Kerja yang
secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut ntang komitmen terhadap pelaksanaan
pengelolaan arsip elektronik;Tujuan dari pembuatan sistem aplikasi Elektronik Kinerja (E-
KINERJA) pemerintah adalah untuk mempermudah pengelolaan kinerja ASN pada Instansi
/ Satuan Kerja yang secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Absen kehadiran secara elektronik wajib hukumnya, sehingga dengan cepat melalui
sistem aplikasi Elektronik Kinerja (E-KINERJA) diperoleh rekap jumlah kehadiran
seluruh ASN secara elektronik;

2. Mempercepat rekap kumulatif ketidakhadiran seluruh ASN sesuai dengan kebutuhan
per bulanan, per triwulan, per semester, per tahun secara elektronik;

3. Mempermudah melakukan rekap pembayaran uang makan berdasarkan kehadiran para
ASN secara elektronik;

4. Mempermudah melakukan rekap pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran
para ASN, dan keterangan lainnya secara elektronik;

5. Mempermudah melakukan entry data para ASN untuk membuat laporan kinerja para
ASN, serta pimpinan data memonitoring perkembangannya secara elektronik;

6. Mempermudah melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) para ASN secara
elektronik;

7. Mempermudah melakukan penilaian prestasi kerja para ASN secara elektronik setiap
tahun.

8. Dibuatnya Aplikasi E-Kinerja bertujuan untuk membantu tugas bagian kepegawaian
karena rekap jumlah kehadiran dan kumulatif indisipliner secara otomatis sudah ada. E-
Kinerja sangat membantu tugas bagian ortala karena rekap laporan kinerja, rekap Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja ASN akhir tahun secara otomatis
sudah ada.

9. Aplikasi E-Kinerja sangat membantu tugas Bendahara Pengeluaran dan staff keuangan
lainnya pada masing-masing instansi pengguna karena akan terbentuk standardisasi
kerja dalam hal pengelolaan keuangan berupa rekap jumlah pembayaran uang makan
sesuai kehadiran dan rekap jumlah pembayaran tunjangan kinerja (setelah ada
pengurangan dari sistem secara otomatis sudah ada).

Fenomena yang terjadi dalam penerapan Aplikasi E-Kinerja Kuansing ini adalah :
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1. Masih adanya menu — menu yang belum bisa di gunakan antara lain menu SKP (sasaran
kerja pegawai), Aktivitas harian, aktivitas bawahan.

2. Sasaran Kerja Pegawai dan Laporan Harian Kegiatan belum dapat diakses dalam
pembuatan SKP (sasaran kerja pegawai) dan aktivitas harian biasanya pegawai
menggunakan lembar word secara manual (diketik).

3. Masih adanya manipulasi dalam absensi pegawai.
4. Belum terlaksananya tujuan dari Aplikasi E-Kinerja.
Tinjauan Pustaka

Menurut Booz Allen dan Hamilton indrajit;2005 terdapat lima dimensi dalam Balanced
e-government scorecard sebagai alat ukur kinerja pemerintah yang menerapkan e-
government yaitu : (i) manfaat, (ii) efisiensi, (iii) partisipasi, (iv) transparansi, (v) manajemen
perubahan.

Jadi untuk mengukur penerapan suatu kegiatan atau suatu program perlu diperhatikan
beberapa indikator, dan menurut Allen dan Hamilton indrajit;2005 untuk mengukur
penerapan maka dapat digunakan indikator sebagai berikut:

1.Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada
menjadi suatu yang ada menjadi bermanfaat.

2 Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan yang sering diukur untuk menghindari kesalahan atau
pemborosan bahan, energy, tenaga, uang, dan waktu saat melakukan suatu tugas.

3.Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau
model dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya
untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan
ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

4. Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan suatu proses kegiatan.
5.Manajemen perubahan

Manajemen perubahan adalah alat, prosesdan juga teknik untuk mengelola seluruh akibat
yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sebuah organisasi.

Metode

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian survei
deskriptif dengan bentuk pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode kualitatif: pada dasarnya metode penelitian kuantitatif menggunakan
pendekatan pengukuran terhadap masalah yang hendak diteliti dan juga umumnya metode
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survei yang mendalam dan dapat mengkaji isu — isu yang luas sehingga melibatkan banyak
actor.( Pasolong, 2016:165)

Hasil dan Pembahasan

Pada hasil pembahasan ini akan dilakukan pemaparan Hasil Penelitian dan dilakukan
juga Pembahasan dari Tanggapan Responden dan ada beberapa Indikator yang penulis
paparkan dalam Penelitian yang berjudul Efektivitas Penyuluhan Pertanian Oleh Balai
Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan penulis juga
menggunakan Indikator-indikator dalam mencari hasil penelitian ini sebagai berikut:
Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan
Nyata.

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu lebih
baik dan lebih bernilai. Manfaat merujuk pada nilai postif atau keuntungan yang diperoleh
dari suatu hal atau kegiatan. Ini mencakup dampak positif, kegunaan, atau kontribusi positif

yang dapat dperoleh seseorang, kelompok, atau masyarakat dari suatu tindakan atau objek.

Pemanfaatan adalah aktivitas berupa tindakan yang menerima hal-hal yang berguna
baik untuk proses sumber belajar secara langsung maupun tidak langsung. Dalam

pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja kuansing ini dinilai dari 3 sub indikator yaitu

1. Penggunaan aplikasi yaitu terkait penggunaan aplikasi e-kinerja kuasing oleh pegawai
Sekretariat DPRD.

2. Kemudahan Akses
adalah cara download aplikasi E-Kinerja Kuansing.

3. Layanan Pengaduan adalah tanggapan atau respon pimpinan terhadap keluhan-keluhan

yang terjadi pada penggunaan Aplikasi E-Kinerja Kuansing
2. Efisiensi

Efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja,
dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang
besar. Efisiensi mengacu pada tingkat kinerja atau penggunaan sumber daya yang optimal
dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu. Dalam konteks ini, efisiensi mencerminkan
kemampuan untuk mencapai output maksimum dengan input yang diberikan, menghindari

pemborosan atau penyalahgunaan sumber daya.

Efisiensi merupakan memekasimalkan hasil dari sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan
tersebut berhasil dan terlaksana dengan baik. Dalam penerapan aplikasi E-Kinerja Kuansing
ada 3 sub indikator dalam indikator efisiensi yaitu 1. ketersediaan menu aplikasi adalah menu
apasaja yang terdapat pada aplikasi E-Kinerja dapat di gunakan atau tidak. 2. Pengaruh
Aplikasi
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maksudnya manfaat dari aplikasi ini terhadap kedisiplinan pegawai. 3.pemanfaatan

Fitur Menu adalah fitur menu lain selain absensi dapat digunakan atau tidak.

Dapat diketahui bahwa responden menyatakan pernyatan tentang indikator efisiensi
dengan hasil totsl skor 194. Hal tersebut masuk pada kriteria cukup terlaksana, artinya hampir
semua pegawai secretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi bisa menggunakan Aplikasi E

— Kinerja Kuansing.

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil observasi diatas menyimpulkan bahwa
efisiensi dalam penggunaan Aplikasi E — Kinerja Kuansing tersebut tidak terlaksana sesuai
dengan tujuan dari Aplikasi E — Kinerja Kuansing tersebut. Sehingga perlunya dilakukan
evaluasi terkait Aplikasi tersebut. Fitur yang tidak bisa digunakan tersebut adalah fitur

aktivitas harian dan sasaran kinerja pegawai (SKP).
3. Partisipasi

Partisipasi adalah tindakan atau proses keterlibatan aktif seseorang atau kelompok
dalam suatu kegiatan, organisasi, atau system. Ini mencakup kontribusi, interaksi,atau
dukungan yang dapat mempengaruhi atau memperkaya hasil dari suatu situasi atau inisiatif.
Partisipasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk sosial, politik, Pendidikan, atau

ekonomi.

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau
emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya
mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap penbcapaian
tujuan tersebut. Dalam indikator partisipasi ada terdapat 2 sub indikator yaitu: Pegawai
menggunakan aplikasi adalah jumlah pegawai yang dapat menggunakan aplikasi. Dan
Kesadaran Pegawai maksudnya pegawai yang sadar akan kewajibannya seperti kehadiran

yang tepat waktu atau kedisiplinan.

Dapat diketahui bahwa responden menyatakan pernyatan tentang indikator partisipasi
dengan hasil totsl skor 149. Hal tersebut masuk pada kriteria cukup terlaksana, artinya hampir
semua pegawai secretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi bisa menggunakan Aplikasi E

— Kinerja Kuansing.

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil observasi diatas, dapat memperkuat hasil
jawaban responden yang menyatakan cukup terlaksana terhadap pertanyaan pengaruh
kedisiplinan pegawai pada penggunaan Aplikasi E — Kinerja Kuansing. Masih adanya

peluang atau kelemahan aplikasi tersebut.
4. Transparansi

Transparansi merujuk pada tingkatan keterbukaan, kejelasan, dan keterlibatan
informasi atau tindakan. Dalam konteks ini, suatu system atau organisasi dianggap

transparan jika informasi yang berkaitan dengan keputusan, kebijakan, atau operasionalnya
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dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi mendukung

akuntabiliatas dan membangun kepercayaan dalam interaksi antara berbagai pihak.

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Hal ini di
perlukan agar dapat mengurangi kecurangan — kecurangan yang ada dalam proses
pelaksanaan suatu kegiatan sama hal nya seperti Penerapan Aplikasi E- Kinerja Kuansing.
Untuk menilai indikator transparansi dibutuhkan 2 sub indikator yaitu:1. Transparansi Rekap
Absensi maksudnya keterbukaan informasi terkait rekap absen pegawai di aplikasi E-KInerja
Kuansing. 2. Transparansi Punishmen adalah keterbukaan jumlah pemotongan Tambahan
Penghasilan Pegawai dan Teguran yang diberikan. Berikutnya dapat kita lihat pada tabel

dibawah ini jawaban dari responden terhadap indikator transparansi.

Dapat diketahui bahwa responden menyatakan pernyatan tentang indikator
transparansi dengan hasil totsl skor 204. Hal tersebut masuk pada kriteria terlaksana. Artinya
hampir semua pegawai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi bisa menggunakan Aplikasi E-Kinerja Kuansing.
Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil observasi tersebut adalah

Terlaksana walaupun masih ada kelemahan yang terdapat dalam Aplikasi E — Kinerja
Kuansing tersebut seperti yang dikatakan Bapak Andika Putra S.Ip. Hal ini menjadi evaluasi
bagi sekretaris DPRD selaku pimpinan sekretariat DPRD melalui kepala bagian umum yang

membidangi kepegawaian.
5. Manjemen Perubahan

Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan
organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Manajemen perubahan merujuk
pada pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola
perubahan dalam suatu organisasi. Ini melibatkan identifikasi tujuan perubahan, analisis
dampaknya, pengembangan strategi implementasi, dan pengelolaan aspek manusia yang
terlibat dalam proses perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk memastikan bahwa
perubahan bertujuan untuk memastika bahwa perubahan tersebut diterima dan diadopsi

dengan efektif oleh anggota organisasi.

Manajemen perubahan adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi sebuah kegiatan dan
aplikasi. Tujuan dari indikator manajen perubahan ini adalah untuk melakukan
pengembangan serta evaluasi terhadap kegiatan dan aplikasi yang ada. Berdasarkan hal
tersebut peneliti melakukan observasi terkait penerapan Aplikasi E — Kinerja yang salah satu
indikatornya adalah manajemen perubahan. Dalam hal indikator tersebut ada 3 sub indikator
yang menjadi acuan penilaian terhadap manajemen perubahan yaitu: 1. Pengembangan
Aplikasi maksudnya aplikasi tersebut sudah ada pembaharuan atau belum. 2. Kualitas
Kontrol Aplikasi adalah peran pimpinan Sekretarian DPRD dalam memlakukan
pembimbingan dan pengecekan kehadiran pegawai hingga kendala yang ada pada aplikasi
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E-KInerja Kuansing. 3.Keterlibatan Sekretaris DPRD maksudnya apakah Sekretaris DPRD ada

melakukan terkait pengembangan Aplikasi E-Kinerja.

Dapat diketahui bahwa responden menyatakan pernyatan tentang indikator
manajemen perubahan dengan hasil totsl skor 194. Hal tersebut masuk pada kriteria tidak
terlaksana. Artinya hampir semua pegawai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi tidak memahami penggunaan Aplikasi E-Kinerja Kuansing.

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil observasi yang dilakukan penulis
menyimpulkan bahwa tidak terlaksana indikator manajemen perubahan pada Aplikasi E —
Kinerja Kuansing. Hal ini dibuktikan dari banyaknya responden yang menyatakan tidak ada
pengembangan Aplikasi E — Kinerja Kuansing dan kurangnya kontrol dari kepala bagian

umum yang membidangi kepegawaian.

Tabel 1.1 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden pegawai Sekretariat DPRD
Kabupaten Kuantan Singingi

No | Indikator Kategori Penilaian Jumlah
Terlaksana | Cukup Tidak
Terlaksana | Terlaksana
1. | Pemanfaatan 70 31 16 288
2. | Efesiensi 33 11 73 194
3. | Partisipasi 33 5 40 149
4. | Transparansi 53 20 5 204
5. | Manajemen Perubahan 17 15 75 174
Jumlah 206 82 209 1.009
Rata — rata 41,2 16,4 41,8 201,8
Kategori Terlaksana

Sumber : Data Olahan Hasil Penilitian 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas yang menjelaskan hasil rekapitulasi akhir jawabanan dari
responden pegawai negeri sipil secretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 39

pegawai dengan rata — rata jumlah total skor 201,8 masuk dalam kategori terlaksana.

Dari keseluruhan hasil penelitian diatas maka dapat ditemukan bahwa jawaban yang
menyatakan penelitian ini mendapatkan kesimpulan “Terlaksana”, jadi penulis dapat
memberikan analisis yang menyatakan Penerapan Aplikasi E — Kinerja Kuansing pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah terlaksana dan dijalankan
dengan baik terlihat bahwa dari lapangan atau hasil observasi pegawai secretariat DPRD
Kabupaten Kuantan Singingi mampu menerapkan Aplikasi Absensi tersebut.

menerapkan Aplikasi Absensi tersebut.

Hambatan-hambatan pada penerapan Aplikasi E-Kinerja Kuansing pada Sekretariat

DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
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Dari analisis data yang dilakukan diatas maka penulis dapat menyimpulkan berberapa
hambatan-hambatan yang terjadi pada penerapan aplikasi E-Kinerja Kuansing di sekretriat

DPRD kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

- Hambatan dalam penggunaan aplikasi yaitu Berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan,
ada beberapa responden menjawab dengan Cukup Terlaksana dan Tidak Terlaksana, hal

ini dikarenakan aplikasi ini hanya biasa digunakan untuk handphone berbasis android.

- Hambatan dalam kemudahan akses yaitu Berdasarkan kuisioner, ada yang menjawab
Tidak Terlaksana karena hanya aplikasi ini untuk handphone android saja dan yang
mempunyai handphone iphone tidak bisa, sehingga pegawai meminjam handphone

temannya yang android dengan fitur meminjamkan.

- Hambatan dalam layanan pengaduan yaitu Dari hasil data dan wawancara yang
dilaksanakan banyak yang menjawab cukup terlaksana dikarena kan kurangnya respon

dari atasan terkait keluhan terhadap aplikasi seperti radius absensi dan errornya aplikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitianvyang telah peneliti lakukan dilapangan yang
terdiri dari observasi, wawancara dan peyebaran kuesioner tentang Penerapan Aplikasi E —
Kinerja Kuansing Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Dari jawaban responden dengan jumlah 39 orang tentang penerapan Aplikasi E-
Kinerja Kuansing pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, masih kurang
maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 5 indikator, ada 2 indikator dengan penilaian terlaksana
yaitu indikator Transparansi dengan total skor 204 dan indikator Pemanfaatan dengan total
skor 288 selanjutnya ada 3 indikator yang bernilai rendah yaitu indikator efisiensi dengan
hasil total skor 194, indikator partisipasi dengan hasil total skor 149 dan indikator manajemen
perubahan dengan hasil total skor 174 sehingga masih banyaknya diperlukan evaluasi terkait
penerapan aplikasi E-Kinerja Kuansing pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

Penerapan aplikasi E-Kinerja Kuansing pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan
Singingi masih banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi, diantaranya adalah faktor

Jaringan yang masih kurang bagus, sehingga masih adaterjadinya error pada aplikasi.
selanjutnya pengembangan aplikasi yang belum optimal, dari beberapa fitur yang ada hanya
satu fitur yang dapat digunakan dan masih ada kelemahan yang terjadi pada fitur absensi
seperti fitur meminjamkan yang belum dapat di kontrol dengan baik oleh operator serta
sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pimpinan di instansi tersebut.
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